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ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan Kepala Daerah
merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-
Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan
dalam membentuk Peraturan Daerahnya sendiri. Peraturan Daerah yang juga telah
diatur pada Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang 12 tahun 2011 menyebutkan bahwa
dalam Peraturan Daerah dapat dimuat sanksi pidana dan diberi batasan tertentu. Hal
tersebut terdapat perdebatan terkait kewenangan dari DPRD dalam merumuskan
ketentuan pidana karena kewenangan dari DPRD berbeda dengan DPR ditingkat
pusat. Maka dengan demikian skripsi ini akan membahas beberapa rumusan
masalah terkait limitasi materi muatan pidana pada Peraturan Daerah menurut
Undang-Undang 12 dan juga Siyasah Tasyri'iyyah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan perbandingan yang membandingkan antara
Undang-Undang 12 tahun 2011 (Indonesia) dan Local Autonomy Act (Korea
Selatan). Penelitian ini juga mengumpulkan bahan hukum lainnya termasuk jurnal
hukum, isu hukum dan lainnya.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perumusan materi muatan
pidana seharusnya hanya dilakukan oleh lembaga legilsatif yakni DPR. DPRD yang
secara struktur kelembagaan dibawah lembaga eksekutif sebagai penyelenggara
pemerintah daerah bersama dengan kepala daerah, seharusnya tidak memiliki
kewenangan dalam merumuskan materi muatan pidana dan Perumusan materi
muatan pidana juga diharuskan berdasar pada kaidah-kaidah fighiyyah untuk
menjamin kemaslahatan masyarakat. Lembaga Ahl al-Hall wa al-‘Aqd serupa
dengan DPR sebagai bentuk perwakilan rakyat ditingkat pusat. Maka dengan
demikian menurut pandangan Siyasah TasyrTiyyah, seharusnya DPRD tidak
diperkenankan untuk memuat sanksi pidana dikarenakan konsep perwakilan rakyat
dalam Islam yakni Ahl al-Hall wa al-*Aqd juga hanya berada ditingkat pusat sama
seperti DPR.

Penulis juga memberikan saran yaitu seharusnya kewenangan DPRD dalam
merumuskan ketentuan pidana pada Peraturan Daerah dikaji kembali frasa dalam
Undang-Undang :12: tahun, 2011 tentang Pembentukan; Peraturan Perundang-
undangan yang menjelaskan bahwa-Peraturan Daerah boleh memuat sanksi pidana
namun diberi batasan tertentu.
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